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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234): 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495): 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negan, 
Tahun 1950); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 
Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 

rentang Desa, dan untuk menciptakan tertib dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu 
adanya ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a tersebut di atas. Petunjuk Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

Menimbang 

BUPATI BEKASI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

NOMOR 5 1'Alltl!l 201s 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
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I 4. Undang-Undang 'oomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pi,menntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201.i Nomor 244, Tambahan LembaTan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sudah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56 79); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenrang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 
Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 rentang Pemilihan 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 7 Nomor 122 l); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 2093]; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noroor 80 Tabun 20l5 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N'omor 2036): 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Perrnusyawaratan Desa. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

l I. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Dacrab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tabun 2016 
Nomor6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 8). 

- 
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Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 
.i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilil<l batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui 
dan dihonnati dalam sistem pemerintahan Negl!.l'a Kesatuan Republik 
Indonesia; 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 

7. Kepala Desa adalah urrsur pemerintahan Desa yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegewai Negeri Sipil yang 
diangkat oleh Bupati unruk melaksanakan rugas, hak dan wewenang 
serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun wakru tertentu; 

9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdin dari 
sekretariat, lembaga teknis dan unsur kewilayahan; 

JO. Bad an Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

11. Pemilihan Kepala , Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa 
yang bersifat langsung, urnum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut 
Panitia Pemilihan adalab panitia yang dibentuk oleh BPD uncuk 
melaksanakan Pilkades; 

I 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Ka bu paten yang selanjutnya disebut 
Panitia_ Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleb Bupati 
pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades; 

14. Sakal Ca!on Kepa)a Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan 
permohonan pendaftaran pencalonan untuk dipilih meojadi Kepala Desa; 

15. Tim Seleksi lndependeo adalah Tim yang dibentuk oteh Parutia Pemilihan 
Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk menyeleksi Baka! Calon Kepala Desa 
di suatu Desa yangjumlah Baka! Calonnya lebih dari S (lima) orang; 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAlf BUPAl'l TENT.A.NG PETUNJUK PELAKSAl'IAAl'I 
PEMJJ,JHAN KEPALA DESA 

\1enetap!am 



• 

16 Calon upala Desa adalah Baka! Calon KepaJa Desa yang telah ditetapkan 
oleh Panitia Prmilihan sehag;u calon yang berhak dip,lih menjadi Kepala 
Pesa; 

1 7. Calon Kepala Desa Terptlih adalah Caton Kepala Desa yang memperoleh 
suara terbanyak da!am Pilkades; 

18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memeouhi 
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades; 

19. Hak pilih adalah hak yang d.imiliki pemilih untuk menentukan pilihannya: 
20. Daftar Pemilih Semeotara yang selanjutnya disingkat OPS adalah daftar 

pemilib yang disusun berdasarkan data Oaftar Pcmilih Tetap Pemilihan 
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas 
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru; 

21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan 
usulan dari pernilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam 
Oaftar Pemilih Sementara; 

22. Oaftar Pemilih Tetap yang selanjumya disebut DPT adalah daftar pemilih 
yang telah ditetapkan oleh Paoitia Pemilihan sebagai dasar penenruan 
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades; 

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa 
untuk meyakinkan para pemilih dalam raogka mendapatkao dukungao; 

24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat 
dilaksanakannya pemungutan suara; 

25. Electronic Voting selanjutnya disebut e-Vorin9 adalah pemungutan suara 
yang memanfaalkao perangkat elektronik guna rnengolah infonnasi digital 
dalam perbitungan perolehan suara dan penanyangan rekapitulasi 

perolehan suara; 
26. Tim teknis e-Vorittg Tingkat Desa yang adalah Tim yang dibentuk oleh 

Badan Pennusyawaratan Desa dalam rangka membanru tugas panitia 
pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-Voting; 

27. Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya discbut Tim 
Monitoring Pilkades adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang 
mempunyai tugas mengawasijalannya penyelenggaraan Pilkades; 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se!anjumya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemeriotahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah clan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerab; 

29, Anggaran Pendapat,an dan BeJanja Desa yang selanjutnya disebut 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pcmerintah desa dan BPD 
dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; 

30. Harl adalah hari kalender. 
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Pasal 4 
( I) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan 

BPO. 
(2) Kepurusan BPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan 

kepada Bupati rnelalui Camat. • 
(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) terdiri dari unsur 

Perangkat Desa, Lembaga T<emasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat. 
(4) Su~unan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri 

dari ; 
a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 

Pasal 3 
Tah.apan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri atas 
kegiatan: 
a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakmrnya 

masa jabatao kepada desa secara tertulis 6 (eoam) bulan sebelum 
bera.khirnya masa jabatao; 

b. pembentukan panitia pemilihan Kcpala Desa oleh BPD dilakukan paling 
lambat 10 (sepuluh) bari setelab pemberitahuan akhir masajabatan; 

c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan 
paling lambat 30 (tiga puluh] Hari setelah pemberitahuan akrur 
masa jabatan; 

d. perencanaan biaya pemilihan diajllkan oleh panitia kepada Bupati 
melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari secelah terbentuknya 
panitia pemilihan; dan 

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) 
Hari sejak diajukan oleh panitia. 

Paragraf2 
Panitia Pemilihan 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua 
Persia pan 

Pasal 2 
Peruilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: 
a. perslapan; 
b, pencalonan: 
c. pemungutan suara; dan 
d. penetapan. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABU 
TAHAPAll PEMILIBAl'f KEPALA DESA 



Paragraf 4 
Penetapan Pemilih 

Pasal 8 
(1) Unruk dapat menggunakan hak pilih dalam pernilihan, pemilih harus 

terdaftar sebagai pemilih. 
(2) Pemllih sebagaimana climaksud pada ayat (!) harus memenuhi syarat: 

Pasal 7 
Togas Panitia Pemilihan Kabupaten meliputi: 
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan 

pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten; 
b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa atau 

Santiaji bagi Panitia Pemilihan Kepala Oesa Tingkat Desa: 
c. memberikan bimbingar, teknis bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat 

Desa dalam menetapkanjumlah surat suara dan kotak suara; 
d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat 

Kabupaten; 
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan 
f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 6 
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Panitia Pemilihan Kabupaten d.ibentuk oleh Bupati. 

Paragraf 3 
Panitia Pemilihan Kepala Oesa Tingkat Kabupaten 

PasaJ s 
Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. merencanakan, mengkoordinasikan, rnenyelenggarakan. menga,•1a.si 

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; 
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui 

Camat; 
c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 
d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 
e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemmhan; 
r. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 
g. memfasilitasi pembuatan TPS; 
h. melaksanakan pemungutan suara; 
i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan 

hasil pernilihan; 
j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; 
k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 

c. Sekretans 
d. Bendahara, dan 
e. Seksi-seksi 
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Pasal 9 
(1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia 

pemilihan melalui pengurus FIT/R\V. 
{2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih 

tambahan. 

a. penduduk Desa yang pac!a han pemunguran suara pemiliban Kepala 
Desa sudah berusra 17 tahun atau sudah/pemah menikah 
duet.apkan St'baga, permlih: 

b. nyata-nyata udak sedang terganggu jiw-a/ingatannya; 
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang relah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum 

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan 
Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk, 

(3) Pemilih yang telah terdattar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat 
menggunakan hak memilih. 

(4) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayar (3) dimutakhirkan dan 
divalidasi sesuai data penduduk di desa. 

t5) Pemut:akhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dilakukan karena: 
a. memenuhi syarat usia pernilih, yang sampai dengan hari dan 

langgal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun; 
b. betum berusia 17 tahun, namun sudah/pemah menikah; 
c. tetah rneninggal dunia; 
d. pindah domisili ke Desa lain; 
e. belum terdaftar, 

(6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada a,ya< (Sl. 
pamua pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih 
sementara. 

(7) Daftar pemilih sernentara sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) 
diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau 
masyarakat. 

(8) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (71 
selama 3 (tiga) Hari. 

(9) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ pernilih atau 
anggota keluarga dapat mengajukan usu! perbaikan mengenai 
penulisan nama dan/atau identitas lainnya, dan dapat memberikan 
informasi lainnya. 

(10) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilih 
atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: 
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; 
b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut; 
c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau 
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat 

sebagai pemilih. 
(11) Apabila usul dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar 
pemilih sementara. 
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Pasal 11 

Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf berdiri atas 
kegiatan: 
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 

9 [sembilanl Hari; 
b. penelitian kelengkapan persyaratan admtnistrasi, klarifikasi, serta 

penetapan dan pengumuman narna calon dalam jangka waktu 
20 (dua pulub] Hari: 

c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf b paling 
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; 

d. pelaksanaan kampanye ealon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) 
Hari; dan 

e. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga] Hari. 

Bagian Ketiga 
Pencalonan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 10 
(1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih 

sernentara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai 
daftar pemilib tetap. 

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat {l), diumumkan 
di tempat yang strategis di Desa untuk <liketahui oleh masyarakat. 

(3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) hari rerhirung sejak berakhimya 
jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap. 

(41 Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan 
daftar pemilih tetap untuk TPS. 

(5) Rekapitulasi jumlah pemilib tetap, digunakan sebagai bahan 
penyusunan keburuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan. 

(6) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleb panitia pemilihan tidak 
dapat diubah, kecuali ada pemllih yang meninggal dunia, dan panitia 
membubuhkan catatan dalam daftar pemil;h ,etap pada kolom 
keterangan "meninggal dunia". 

131 Pencataten data prmilih tambahan sebagaimana drmaksud pada 
ayat (1), clilaksana.kan paling larnbat 3 (tiga) Hari. 

141 Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panioa pcm1hbao pada 
,empat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 

(51 .Jangka waktu pengumuman daftar pemilih rambahan sebagaimana 
climaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3 {tiga) Hari terhitung 
sejak berakhimyajangka waktu penyusunan uunbahan. 
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Pasal 13 
( l) Penerimaan pendaftaran Baka! Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh 

Panitia Pemilihan. 
(2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sakal Calon Kepala Desa dalam 

mengajukan pendaftaran adalah: 
a. warga Negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. mernegang reguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Uodang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan ijazah asli; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh limal tahun pada saat 
mendaftar; 

I. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. terdaftar sebagai penduduk berkewarganegaraan Indonesia; 
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
1. tidak pernah dijaruhi pidana penjara berdasarkan purusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan bukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau Iebih, kecuali 5 [lima] tahun 
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara 
j~j~r dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 

Pasal 12 

( 1) Pengumuman Pendaftaran Sakal Calon Kepala Desa clilaksanakan secara 
tertulis dan lisan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

(2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana climaksucl pada ayat ( 1) 
duempatkan pada lokasi strategis, yaitu yang mudah dijangkau, sering 
clilalui oleh anggota masyarakat. 

(3) Bentuk pengumuman secara rertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berupa: 
a. Baligho; 
b. Spanduk; 
c. Papan pengumuman; 
d. Leaflet/booklet (selebaran); 
e. dan lain sebagainya. 

(4) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
sekurang-kurangnya berisi: 
a. Judul Pengumuman Pendaftaran Baka! Calon Kepala Desa; 
b. Persyaratan Pendaftaran; 
c. Waktu dan tempat penyelenggaraan Pendaftaran Baka! Calon Kepala 

Oesa; 
d. Nama dan tanda tangan Kerua Paniria Pemilihan. 

Paragraf2 
fblgnmuman dan Pendaftaran Sakal Calon 
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J. odak sedang dieabut hak pilihnya sesuai dengan purusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap; 

k. sehat jasmam dan roharu serta bebas narkoba; 
1. tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, 

baik berturut-turut maupun tidak berrurut-rurut; 
m. berkelakuan baik, jujur, dan adil; 
n. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepata Oesa 

sesuai ketentuan perundang-undangan; 
o. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; dan 
p. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang 

apabila calon berasal dari Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri. 
(3) Persyaratan administrasi yang harus dipeouhi oleh Sakal Calon Kepala 

Desa dalam mengajukan pendaftaran adalah: 
a. Surat pemyataan bertakwa kepada Toban Yang Maha Esa yang dibuat 

di atas kertas berrnaterai cukup dan ditandatangani oleb Sakal Calon 
Kepala Desa; 

b. Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Paneasila, 
melaksanakan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TUnggal lka 
dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Sakal 
Calon Kepala Desa; 

c. Surat Pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas 
kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh 8akal Caton 
Kepala Desa; 

d. Surat Pernyataan untuk tidak akan mengganggu atau 
memindahtangankan Aset Desa baik yang bersumber dari APBOesa 
atau sumber lainnya diatas kertas bermaterai cukup dan 
ditandatangani oleh Sakal Calon Kepala Oesa dari incumbent; 

e. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTBJ dan/atau ijazah yang 
telah mendapat pengesahan/legalisir dari Kepala Sekolah yang 
bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten/Kota dan menunjukkan aslinya pada saat pendaftaran; 

f. Photo copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang 
sudah dilegalislr oleh Pejabat yang berwenang; 

g. Photo copy Kartu Tanda Penducluk yang sudah dilegalisir oleh Pejabat 
yang berwenang; 

h. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan 
Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
dari Pengadilan Negeri: 

,. Surat Keterangan tidak pemab dihukum karena mclakukan tindak 
piclana kejahatan clengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun 
berclasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dari Pengadilan Negeri; 

j. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah di RSUD 
Kabupaten Bekasi atas dasar basil pemeriksaan secara menyeluruh 
untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan rugas dan 
kewajiban sebagai Kepala Desa; 

k. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter Pemerintah di RSUD 
Kabupaten Bekasi; 

I. Surat Pemyataan belum pemah menjabat sebagai Kepala Oesa 3 (tiga) 
kali masajabatan, baik berturut-rurut rnaupun tidak berturut-turut; 
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Pasal 15 
(1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon 

Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) 
orang, apabila telah memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud 
pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 
2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran 
selama 20 (dua puluh) hari. 

Pasal 14 
(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan 

keabsahan kelengkapan administrasi, serta meminta klarifikasi kepada 
instansi terkait yang menerbitkan dokumen terkait kelengkapan 
adminlstrasi. 

(2) Panitia Pemilihan mengumum kan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat 
memberikan masukan. 

(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan. 

Paragraf 3 
Penelitian Ke!engkapan Persyaratan Administrasi, K!arifikasi, serta 

Penetapan dan Pengumuman Nama Calon 

m Surat Kercrangan Catatan Kepohs.an (SKCll.l; 
n Bagi Aparatur Sip} Neg;u-a yang mencalonkan diri dalam pemilihan 

kepala desa harus menclapatkan lzin rertuns dan Prjabat Pembina 
Kepegawruan. 

o. Setelah ditetapkan menjadi Galon Kepala Oesa, bagi Aparatur Sipil 
Negara wajib mengajukan cuti; 

p. Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemllihan kepala desa 
melampirkan Surat Permohonan izin Cuti kepada Bupati melalui 
Camat; 

q. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemiliban kepala 
desa melampirkan Surat izin Cuti dari kepala desa dan apabila kepala 
desa tidak mengeluarkan izin cuti, maka izin cuti dikelua.rkan oleh 
Carnat; 

r. lzin rertulis dari pejabat yang berwenang (bagi TNl/Polri, pegawai 
BUMN) sesuai ketentuan perundang-undangan yang beriaku; 

s. Surat permohonan pengunduran diri bagi Baka) Calon yang berasal 
mendudukijabatan di BPO; 

t, Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Ba.kal Calon 
Kepala Oesa di atas materai cukup: 

u. Pas Coto berwama ukuran 4x 6 cm sebanyak 'I lernbar; 
v. Mengisi formulir pendaftaran dan memasukkan persyaratan 

administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 
huruf u dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis 
nama Baka] Caton. 



Paragraf 4 
Kampanye clan Masa Tenang 

Pasal 17 
(!) Caton Kepala Desa d~pat mela.kukan kampanye sesuai dengan kondisi 

sosial budaya masyarakat Desa. 
(2) Alokasi waktu pelaksanaan kampanye disesuaikan dengan jumlah 

Calon Kepala Desa dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang. 
(3) ~panye sebagaim~na dimaksud ayat ( u dilakukan dengan prinsil) 

jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab. 
(41 Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (JI meliputi visi dan 

misi bila terpilih sebagai Kepala Oesa. 
(5) Metode kampanye dapai berupa: 

a. pertemuan teroaras: 
b. ta tap mu ka dan dialog; 
c. penyebaran bahan kampanye kepada umum; 
d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh 

panitia; 
e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraruran perundang-undangan, 

u 

Pasal 16 
(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut 

melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan. 
(21 Undian nomor urut calon sebagaimana dima.ksud pada ayat (I) dihadiri 

oleh para calon. 
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disu,;un druam 

daftar calon dan clituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala 
Desa. 

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan 
pengumuman tentang narna calon yang telah ditetapkan, paling 
lambat 7 (tujuh) Hari. 

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pacla ayat (4) bersifat final dan 
mengikat. 

1,31 Dalam hal baka1 ca!on i.ep.,.;;. Dess. yang memenuhi persyaratan tetap 
lrurang dan 2 <dual serelah dtlakukan perpanjangan waktu pendaftaran 
sebagaunana d1maksud pada ayat (21, Bupan menunda pelaksanaan 
petnilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan 
k,emudian. 

(4) Apabila dalam renggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat 
Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah. 

(5) Dalarn hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, 
Panitia melakukan seleksi tambahan dengan mengguna.kan kriteria 
pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkar pendidikan, 
usia, seleksi tertulis dan wawancara. 

(6) Seleksi tertulis sebagaimana dima.ksud pada ayat (5) dtlaksanakan oleh 
Tim Seleksi lndependen. 

(7) Penunjukan Tim Seleksi Jndependen dilakukan oleh Panitia Pemilihan 
Kepala Desa Tingkat Kabupaten setelah adanya pennobonan dari 
Panitia Pemilihan Kepala Desa. 
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Pasal 19 
Tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri 
atas kegiatan: 
a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; 
b. penetapan calon yang memperoleb suara terbanyak. 

Bagian Keempat 
Pemungutan Suara 

Pasal 18 
(I) Masa tenang dalam pelaksanaan pemiliban Kepala Desa adalah 3 (tiga) 

Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 
(21 Penentuan hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati. 

(61 Pelaksana launp&.nVl" dilarang: 
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang­ 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. dan bentuk Negara 
Kesaruari Republik Indonesia; 

b. roelakukan kegiaran yang membahayakan keuruhan Kesatuan 
Republik Indonesia; 

c. mengbina seseorang, agama, suku, ras, go1ongan, calon dan/atau 
calon lain; 

d. menghasud dan mengadu-dornba perseorangan atau rnasyarakat: 
e. mengganggu ketertiban umum; 
r. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, seketcmpok anggota 
masyarakat, dan/atau calon yang lain; 

g. merusak danyatau menghilangkan alat peraga kampanye calon; 
h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan ternpat 

pendidikan; 
,. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain 

selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan 
J· menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 

peserta kampanye, 
(71 Pelaksana kampanye dalam kegiatannya dilarang mengikutsertakan: 

a. Aparatur Sipil Negara; 
b. anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
c. Kepala Desa; 
d. Perangkat Desa; 
e. anggota Sadan Permusyawarataa Desa; 

(8) Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi dengan tahapan: 
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan 

walaupun belum terjadi gangguan; 
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran 

atau diwilayah dimana terjadi gangguan keamanan yang berpotensi 
menyebar ke wilayah lain. 
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Pasal 24 
(II Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan 

kegiatan: 
a. pembukaan kotak suara; 
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara: 
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; 
d. pengbitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; 
e. pengecekan seperangkat alat e-votinq bila dilaksanakan dengan 

menggunakan e-vo1ing. 

Pasal 23 
(I) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan ffsik lain 

pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia arau 
orang lain atas permintaan pemilib. 

(2) ·A.nggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana 
dimaksud pada ayar (1), wajib merahasiakan piliban pemilih yang 
bersangkutan. 

Pasal 22 
(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan. 
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat 

yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin 
setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. 

(31 Jumlah. tokasi, bentuk. dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia 
Pemilihan. 

Pasal 21 
{I) Jenis bahan. jurnlah, bentuk, ukuran, dan warna surat s':'ara, ko~ suara. 

kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut 
dalam Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa. 

(2) Pengadaan surat suara, kotak suara atau perangkat e-voung llerta 
kelengkapan peralatan lainnya sepenubnya dilakukan oleh Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. 

(3) Pengadaan/Sewa perangkat e-voting, penyediaanya dapat dilaksanakan 
dengan: 
a. Melalui kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPTJ atau lnstansi/ Pihak Ketiga yang menangani Teknologi tnformast, 
Inovasi maupun Teknologi; dan 

b. Pengadaan langsung melalui e-katalog, 

PasaJ 20 
(1) Pemunguian suara sebagarmaoa dimaksud dalam Pasal 19 hunu a. 

dilakukan dengan membenkan suara melalui surar suara arau perangkat 
e .. voung yang bensi nornor, foto, dan nama calon. 

(21 Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam swat suara arau 
menekan/menyentuh foto nomor urut calon yang terdapat pada perangkat 
e-voting. 
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Pasal 27 
( 11 Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan 

suara berakhir. 
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

panitia pemilihan menghitung: 
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar 

pemilih tetap untuk TPS; 
b. jumlah pemilih dari TPS Iain: 
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan 
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilib karena rusak atau 

keliru dicoblos. 

Pasal 26 

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: 
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan 
b. tanda coblos hanya terdapat pada I (satu) kotak segi empat yang memuat 

satu calon; atau 
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat 

nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; 
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi 

ernpat yaog memuat nomor, foto, dan nama calon; atau 
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat 

nomor, Coto, dan nama calon. 
f. bukti struk/ print out suara basil cetak alat e·voting bila dilaksanakan 

dengan menggunakan e-iioting. 

Pasal25 
(I) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (I), 

Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan 
suara melalui surat suara atau perangkat e-ootinq. 

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih 
diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran 
pemilih. 

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta 
surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat 
suara pengganti hanya satu kali. 

(41 Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat 
meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat 
suara pengganti hanya satu kali. 

f2J Keguuan Pan,ua Ptmilihan sebagaimana dimaksud pada a}at (l dapar 
dihadiri oleh saksi dan calon. BPD. pengawas, dan warga masyarakat 

(3) Dalam hal pemungutan suara meaggunakan perangkat e-votmg, Panltia 
Pemilihan melakukan pengecekan terhadap seluruh perangkat e-voung 
dengan didampingi Tim Teknis e-uotinq Tingkat Desa. 

(41 Kegiatan panitla sebagaimana dimaksud pada avat (!). dibuatkan berita 
acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, clan sekurang-kurangnya 
2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon, 
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Bagian Kelima 
Penetapan 
PasaJ 30 

Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d terdiri atas 
kegiatan: 

a. Iaporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling 
lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara; 

b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) 
Hari setelah menerima laporan panitia; 

Pasal 29 
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TI'S, disimpan di 
kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya. 

Pasal 28 
( l) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara 

sah diterapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. 

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara 
terbanyak yang sama lebih dari I (satu] calon pada desa dengan TI'S lebih 
dari I (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada 
TI'S dengan jumlah pemilih terbanyak. 

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang 
sama lebih dari 1 [satu] calon pada desa dengan TI'S hanya I [satu], calon 
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah ternpat tinggal dengan jumlah 
pemilih terbesar. 

13) Pcngh,tungan SIUJ1l ,,..bigaunaaa dunaksud pada ayat (21. dilakukan dan 
selesai dt TI'S olef, Paniua Pemilinan dan dapat dihaclin daa disaksikan oleh 
saksi calon, BPD. dan warga masyarakat. 

(41 Saksi calon dalam penghirungan suara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), harus .membawa surat mandat dari ca Ion yang bersangkutan dan 
menyerahkannya kepada Ketua panitia. 

(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitu.ngao suara yang 
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota 
panitia serta dapat ditandatangaai oleh saksi calon. 

(6) Panitia memberikan salinan Serita Acara basil penghitungan suara 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon 
yang hadir sebanyak I [satu] eksemplar dan menempelkan I (satu] 
eksemplar basil penghitungan suara di tempat umum. 

(7) Berlta acara beserta kelengkapannya sebagairnana dimaksud pada ayat (6), 
dirnasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkao ke 
dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel, 

(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara. 
dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara 
kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. 
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Pasal 33 
( LI Kepala Desa yang akan mencalonkan din kembali diberi cuti sejak 

ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan 
calon terpilih. 

(21 Selama masa cuu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Desa 
dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan 
sebagai calon Kepala Desa. 

Bagian Kesatu 
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 

BAB Ill 
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DA!f APARATU'R SIPIL NEGARA 

SEBAOAI CALON KEPALA DESA 

Bagian Keenam 
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Pasal 31 
( 1) Dalam hal terjadi perselisihan basil Pemilih~ Kepala Desa: Bupati 

meoyelesaikan perselisiban dalam jangka 30 . (nga puluh) h~ setetah 
penyampaian laporan BPD meogenai calon terpilih kepada Bupati, 

(2) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 
Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten. 

(3) Keputusan Panitia Pemilihao Kabupaten terbadap perselisihan basil 
Pemilihan Kepala Desa bersifat mengikat dan final. 

Pasal 32 
( 11 Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, pihak yang 

berkeberatan terhadap basil Pemilihan Kepala Desa, mengajukan surat 
tertulis kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pendukung. 

(21 Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menyelesaikan perselisihan hasil 
pemilihan Kepala Desa meneliti dokumen PemHihan Kepala Desa serta 
dapat meminta keterangan dari pihak sebagai berikut: 
a. BPD; 
b. Panitia Pemilihan: 
c. Calon Kepala Desa: 
d. Pihak yang berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa: 
e. Pihak-pihak atau instansi terkait lainnya. 

c Bupati menerbruaul krputusan ~ pengesahan clan pengangkatan 
kepala Desa palmg lambat 30 (tiga puluh) Han sejak dnenms lapornn dan 
BPD; dan 

d. Bupati atau pejabat Iain yang dituojuk melantik calon Kepala Desa terpilih 
paling Jambat 30 (tiga puluh) Harl seiak diterbitkan kepurusan pengesahan 
dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cam sesuai dengan peraruran 
perundang·undangan. 
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Pasal 38 
(I) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa 

diselenggarakan oleh Sadan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh 
Pemerintah Deaa. 

(2) Musy9:warah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 
Pemenntah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat, 

Pasal 37 
(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan pada desa yang 

Kepala Desanya berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 [satu] 
tahun. 

(21 Pemiliban Kepala Desa antar waktu diselenggarakan melalui 
musyawarab desa, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
terhitung sejak Kepala Desa berhenti. 

BABIV 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

MELALUI MUSYAWARAH DESA 

Pasal36 
(I) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Oesa 

harus mendapatkan izin tenulis dari pejabat pembina kepegawaian. 
(2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada l\)a< (t) 

terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan 
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kelulangan 
hak sebagai Aparatur Sipil Negara. 

(3) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tuajangan 
jabatan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. 

Bagian Kedua 
Calon Kepala Desa dari PNS 

Pasal 35 
Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib 
mengundurkan diri rerhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. 

Pasal 34 
( 1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi 

cuti cerhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakaJ calon 
Kepala Desa sampal dengan setesamya pelaksanaan penetapa,, caJon 
terpilih. 

(2) Togas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dirangkap oleh 
perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, 

131 Dalam lw Kq:,ala Oe$$ run sebagannana dunal<sud pada avat Ill, 
sekretaris Desa melaksanakan rugas dan kewajiban Kepala Desa. 
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Pasal 39 
Mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa 
sebagai berikut: 
a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang 

meliputi: 
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa anrarwaktu oleh 

Badan Permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 
15 (Jima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberbentikan; 

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia 
pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) Hari terhituog sejak paoitia terbentuk; 

3. pemberian persetuj.uan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak 
diajukan oleh panitia pemilihan; 

4. pen~muman dru_i pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia 
pemilihan dalam jangka waktu 15 [lirria belas} Hari; 

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh 
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh] Hari; 

(31 Unsur masyarakat sebagaimana dunaksud pada ayat f2) terdm atas • 
a tokoh budaya, 
b. tokoh agama: 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. tokoh pemuda; 
f. perwakilan kelompok tani; 
g. perwakilan kelompok nelayan; 
h. perwakilan kelompok perajin; 
,. perwakilan kelompok perempuan; 
j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau 
k. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat. 

(5) Jenis, kriteria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan (4) diatur oleh Peraturan Desa. 

(6) Penentuan anggota unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan 
persetuiuan Badan Pennusyawaratan Desa. 

(7) Pengaturan pemilihan Kepala Desa antarwaktu baik mcnyarogku• 
persyaratan, panitia, penjaringan dan penyaringan mengacu kepada 
pemilihan Kepala Desa yang langsung, urnum, bebas dan rahasia serta 
j ujur dan adil. 
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6. dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuru persyararan 
adrmmstrasi lebih dan 3 [tigaJ orang, maka panitia pemilihan 
mengadakan seleksi tambahan dengan menggunak.an kriteria 
pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, ungkar pendidikan, 
usia dan persyaratan lain yang dapat mendukung optimalisasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk menghasilkan paling 
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon 
yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waJ«u; 

7. penetapan calon Kepala Oesa antarwaktu oleh panitia ~milihan 
paling sedikit 2 (dua} orang calon dan paling banyak 3 (uga) orang 
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Oesa untuk 
ditetapkan sebagai calon yang berhak ctipilih dalam musyawarah 
Desa; 

8. penetapan calon peserta musyawarah desa. 

b. Sadan Permusyawaratan Oesa menyelenggarakan musyawarah Oesa 
yang meliputi kegiatan: 
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya 
dilakukan oleh panitia pemilihan; 

2. pengesahan calon Kepala Oesa yang berhak dipilih oleh 
musyawarah Oesa melalui musyawarah mufakat atau melalui 
pemungutan suara; 

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan 
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan 
suara yang telah disepakati oleh musyawarah Oesa; 

4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan 
kepada musyawarah Oesa; 

5. pengesahan calon terpilih oleh rnusyawarah Desa; 
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarab Oesa 

kepada Sadan Pennusyawaratan Desa dalamjangka waktu 7 (tujuh) 
Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Oesa 
terpilih; 

7. pelaporan calon Kepala Oesa terpilih hasil musyawarah Desa oleh 
Ketua Sadan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 
7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 

8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan 
calon Kepala Oesa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak 
diterimanya laporan dari Sadan Pennusyawaratan Oesa; dan 

9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari 
sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala 
Oesa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 

I 0. dalam hal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan 
melampaui batas akhir masa jabatan Kepala Desa periode 
sebelumnya, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai 
Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Desa. 
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Pasal41 

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan APBD Kabupaten 
Bekasi. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 01 dipergunakan untuk: 
a. Pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk keperluan pelaksanaan 

tahapan Pemilihan Kepala Desa; 
b. Pengadaan makan dan minum untuk rapat·rapat/musyawarah 

dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa; 
c. Pengadaan/Pencetakan surat suara, surat panggilan pemilih dan 

doku men /berkas administrasi lainnya; 
d. Sewa/ Pengadaan seperangkat alai e-voting bila dilalcsanakan 

menggunakan e-voting; 
e. Penggandaan dan penjilidan dokumen /berkas administrasi 

pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa; 
f. Honorarium panitia pemilihan dan tenaga pengamanan; 
g. Honorarium Tim Teknis e-voting bila dilaksanakan menggunakan 

e-voting; 
b. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara; 
L Biaya sewa peralatan (tenda, kursi, rneja, sound system dan lain· 

lain); 
j. Biaya transportasi untuk pelaksanaan: 

1. pembelian kebutuhan ATK, makan minurn rapat; 
2. pendataan hak pilih; 
3. penyerahan surat panggilan kepada pernilih; 
4. koordinasi serta konsultasi ke Pemerintah Kabupaten serta 

instansi terkait. 

BAB VI 
PEMBlAYMJII 

Pasal 40 
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikan. 
(21 Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 dapat menjabat 

paling lama 3 (tigaJ kali masa jabacan secara bertu rut-turut atau tidak 
secara berturut-turut. 

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui 
Musyawarah Desa, 

(41 Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa 
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 

1 (satu) periode masa jabatan. 

BABV 
IIA8A JABATAl'I KEPALA OESA 
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Pasal 44 
Peraturan ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasr, 

Pasal 43 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraruran Bupati Bekasi 
Nomor 45 Tabun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
di Ka bu paten Bekasi dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa cti Kabuparen Bekasi dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 42 
Hal-hal Jang belum diatur dalam Peraturan Bupati iru, sepanjang mengenai 
teknis peraksanaannya diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan. 

BABVII 
KETERTUAN PE•NTI0"1'~o~p 


